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1 Publikasi transaksi Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah di e-katalog

Mempublikasi komponen informasi transaksi e-

katalog berdasarkan hasil rapat pembahasan

1) Telah dilakukan pengembangan sistem untuk menampilkan informasi terkait produk tayang dan transaksi pada Katalaog Elektronik. Informasi tersebut 

ditampilkan dalam bentuk Dashboard Monev Produk dan Transaksi melalui link redash-e-katalog.lkpp.go.id. Pada dashboard ini disediakan filter informasi 

yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan instansi atau masyarakat. Filter yang dapat digunakan antara lain terkait periode transaksi atau tahun 

anggaran, pilihan jenis Katalog Elektronik dan pengelolanya serta satuan kerja/ instansi yang melakukan transaksi E-purchasing. Informasi pada 

dashboard ini dapat diakses secara publik (view only). Bagi user yang memiliki akses login ke Dashboard Monev Produk dan Transaksi dapat mengunduh 

detail transaksi yang tersedia di dashboard.

2) Telah tersedia dokumen panduan Petunjuk Penggunaan Dashboard Monev Produk dan Transaksi.

3) Dashboard Produk dan Transaksi sudah disosialisasikan oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan pada acara Rakornas Pengadaan 

Barang/Jasa 2023 yang dihadiri oleh K/L/Pemda, perwakilan penyedia maupun asosiasi.

3 Mendorong efektivitas kanal e-pengaduan 

dalam menangani pengaduan masyarakat

Melibatkan partisipasi inspektorat K/L/PD ke sistem e-

pengaduan

Telah dilakukan kegiatan testing/pilot projec t pengembangan e-Pengaduan dengan melibatkan 120 Inspektorat, termasuk Inspektorat binaan ICW.

4 Pengembangan database Sistem Informasi 

Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan 

terbuka

Persiapan integrasi data SIKAP dengan data 

Beneficial Ownership Kementerian Hukum dan HAM

Telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara LKPP dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas dalam 

rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

6 Penguatan masyarakat dalam keterlibatan dan 

pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

1. Tersedianya MOU antara LKPP dengan OMS 

berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan 

sebelumnya.

2. Keterlibatan dalam peningkatan kompetensi terkait 

pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah

Renaksi 1:

1) Telah terdapat MoU antara LKPP dengan ICW terkait dengan pengawasan pengadaan barang/jasa

Renaksi 2:

1) Puslat SDM PBJ telah menyelenggarakan program pelatihan PBJ dalam rangka penguatan partisipasi dan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 4 batch yang diikuti oleh para pelaku usaha. Program pelatihan bagi pelaku usaha dapat 

diakses melalui Portal PPSDM.

2) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

3) Direktorat Penanganan Permasalahan telah melakukan penyamaan persepsi stakeholder di Wilayah Jawa Timur dan Jambi terkait Kasus yang terjadi 

pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan tersebut melibatkan Kejaksaan, Polri, Inspektorat, dan Pemberi Keterangan Ahli PBJ.

Renaksi 1:

1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi SPSE

Renaksi 2:

1) Telah dilakukan diskusi di internal LKPP terkait kebutuhan pengembangan kode unik dikembangkan di SPSE. Saat ini di aplikasi SIRUP telah terdapat 

data dan informasi terkait kebutuhan pengadaan melalui RUP

2) Telah dilakukan publikasi informasi melalui siaran pers dan berita pada website LKPP
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5 Publikasi informasi atau dokumen Pengadaan 

Barang/Jasa pemerintah yang diatur dalam 

Perki No. 1 Tahun 2021 di SPSE sesuai 

dengan kewenangan LKPP

1. Persiapan fitur publikasi yang mengakomodir 

komponen informasi PBJ berdasarkan hasil 

kesepakatan.

2. Persiapan pengembangan kode unik berdasarkan 

hasil kesepakatan

1) OMS (ICW) telah mengirimkan rekomendasi terkait apa saja yang perlu ditampilkan terkait informasi pengadaan barang/jasa darurat

2) Saat ini, sedang dilakukan revisi Peraturan Lembaga 13 tahun 2013

3) Telah dilakukan uji publik dalam rangka penyusunan inventarisasi masalah Perlem PBJ darurat dengan melibatkan organisasi masyarakat (ICW)

2 Publikasi secara rinci informasi pengadaan 

darurat

Penyesuaian informasi pengadaan barang/jasa 

darurat yang akan ditambahkan pada LPSE
















